BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR |26 /KPTS/yy /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN NURSERI MODERN PERKEBUNAN KELAPA
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DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencanaan,
persiapan, pelaksaan dan penyerahan hasil;

bahwa agar tahapan persiapan pengadaan tanah dapat
dilaksanakan dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil
guna perlu dibentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk
pembangunan nurseri modern perkebunan kelapa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim  Persiapan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Nurseri Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2022;

. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria;

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

10.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

11.Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja;
12.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

19.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Surat Keputusan  Gubernur Maluku Utara  Nomor
340/KPTS/MU/2022, tanggal 1 Juli Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Nurseri Modern Perkebunan Kelapa Kabupaten
Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Nurseri Modern Perkebunan Kelapa di Kabupaten Halmahera

Barat dengan susunan tim sebagaimana tecantum pada Lampiran

Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;

b. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

c. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;

d. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;

e. Mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk
kepentingan umum;

f. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera
Barat;

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT PA}?AF

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : § Agudus 2022

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Ekonomi & Pemb

BUPATI ERA BARAT,

Kaﬁag Pemerintahan & SDA

Kabag. Hukum & Orgs

\g-g—\*

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

PRI

Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,



LAMPIRAN

NOMOR : (a2 /KPTS/Vi /2022
TANGGAL : B pgyctug 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PEMBANGUNAN NURSERI MODERN PERKEBUNAN KELAPA DI KABUPATEN

HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

PENGADAAN  TANAH UNTUK

KEDUDUKAN
NO NAMA/JABATAN DALAM TIM KET
1 2 3 4
1 SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR KOORDINATOR
2 | ASISTEN BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN KETUA
SETDA KAB. HALBAR
3 | KEPALA KANTOR ATR/BPN KAB. HALBAR ANGGOTA
4 | KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN & ANGGOTA
PENGEMBANGAN DAERAH KAB. HALBAR
5 | KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR ANGGOTA
6 | KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI SETDA ANGGOTA
KARB. HALBAR
7 | KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN & SUMBER ANGGOTA
DAYA ALAM SETDA KAB. HALBAR
8 | BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI ANGGOTA TIDAK TETAP
TANAMAN PERKEBUNAN AMBON
9 CAMAT SAHU TIMUR KAB. HALBAR ANGGOTA TIDAK TETAP
10 | KADES IDAM GAMLAMO ANGGOTA TIDAK TETAP
PEJABAT PARAF BUPATI HALMAHERA BARAT,
Sekretaris Daerah /,
v
Ass. Bid. Ekonomi & Pemb Y
Kabag Pemerintahan & SDA ( JANER UANG
Kabag Hukum & Orgs ) %




